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UDARA TERHADAP KONVOI
EVAKUASI PENDUDUK SIPIL

DI GAZA
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Pendahuluan

Hukum humaniter internasional mengatur tata cara
melakukan penyerangan dalam situasi konflik bersenjata untuk
menghindari terjadinya kehilangan nyawa penduduk sipil yang
tidak berpartisipasi dalam konflik. Hal ini dilandaskan pada
prinsip-prinsip yang terdapat dalam kebiasaan hukum perang,
seperti prinsip pembedaan (distinction principles), prinsip
kepentingan militer (military necessity principles), dan prinsip
proporsionalitas (proportionality principles).'® Prinsip-prinsip
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tersebut juga telah diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 IV
mengenai Perlindungan Orang Sipil pada Masa Perang (The
Fourth Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian
Persons in Time of War).

Penyerangan yang sah sangat tergantung pada prinsip
pembedaan karena prinsip ini merupakan inti dari hukum
humaniter internasional. Prinsip tersebut mengatur bahwa
semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata harus dapat
membedakan antara penduduk sipil dan kombatan, serta antara
target sasaran sipil dan target sasaran militer. Dengan adanya
prinsip ini, operasi militer hanya ditujukan untuk melancarkan
sasaran militer.'” Prinsip pembedaan dalam penyerangan juga
selaras dengan prinsip proporsionalitas dan prinsip kepentingan
militer. Angkatan bersenjata harus memastikan bahwa
penyerangan yang dilakukan tidak membabi buta dan memang
didasari dengan kepentingan militer untuk memenangkan
perang.'%

Prinsip-prinsip tersebut merupakan norma penting yang
diciptakan dengan tujuan utama untuk melindungi penduduk
sipil selama konflik bersenjata. Perlindungan terhadap
penduduk sipil juga diberikan bahkan dalam keadaan yang
sulit apabila terjadi collateral damage, yaitu kombatan harus
memastikan bahwa sudah dilakukan upaya, tindakan strategis,
dan setiap tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk
mengurangi dampak terhadap penduduk sipil. Prinsip-prinsip ini
mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam perang untuk
menjamin perlindungan dan kesejahteraan penduduk sipil,

104

105

2011, hlm.10

Marco Sassoli, International Humanitarian Law: Rules, Controversies, and
Solutions to Problems Arising in Warfare, (United Kingdom: Edward Elgar
Publishing Limited, 2024), hlm. 374

Nicholas Tsagourias and Alasdair Morrison, International Humanitarian Law:
Cases, Materials, and Commentary, (Cambridge: Cambridge University Press,
2018), him. 106



Bunga Rampai Pemikiran Hukum Internasional {97

apapun kondisinya.'” Eksistensi hukum dan kebiasaan perang
ini tentunya tidak mudah ditegakkan. Situasi ini dipersulit
oleh sifat perang yang kompleks dan seringkali tidak stabil.
Penegakan aturan-aturan dan kebiasaan perang menjadi hal
yang sulit ditegakkan karena ketidakpastian situasi, sehingga
hukum perang kerap diabaikan dalam praktiknya. Hal tersebut
dibuktikan dengan kejadian penyerangan udara pada salah satu
jalur evakuasi dari Gaza Utara ke Gaza Selatan di Jalan Salah
al-Din pada Jumat sore, 13 Oktober 2023.'"

Konflik antara Israel dan Palestina ini, dimulai dari eskalasi
konflik sejak tanggal 7 Oktober 2023 yang mengakibatkan jalur
Gaza menjadi sasaran serangan tanpa henti yang dilakukan
oleh Israel Defense Forces (IDF). Penyerangan yang dilakukan
tidak hanya mengakibatkan banyak korban jiwa tetapi juga
kerusakan yang masif pada Palestina. Sejak terjadinya eskalasi,
infrastruktur Palestina hancur total hingga fasilitas krusial
seperti air, listrik dan jaringan komunikasi terkena dampak yang
parah.'® Selain itu, terjadi penyerangan besar-besaran terhadap
kawasan pemukiman penduduk, sehingga seluruh lingkungan
terhapus dari peta. Sejak saat itu, IDF memerintahkan penduduk
Palestina untuk melakukan evakuasi dari Gaza Utara ke Gaza
Selatan untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok
militan Palestina yakni, Hamas. Namun, pada faktanya konvoi
penduduk sipil yang terpaksa mengungsi dari rumahnya juga
tidak luput dari penyerangan udara IDF.!%”
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Pada saat itu, konvoi yang mengikuti arahan IDF sedang
dalam proses evakuasi dari Gaza Utara menuju Gaza Selatan yang
dianggap relatif lebih aman. Konvoi tersebut tidak hanya menjadi
sasaransatukali,namunmengalamibeberapaseranganudaraselama
perjalanan. Hal tersebut terbukti bahwa terjadi ketidakpedulian
target sasaran karena bukan merupakan target militer melainkan
target sipil. Dampak dari penyerangan udara yang brutal ini sangat
masif dan luas jangkauannya, sekitar 70 (tujuh puluh) penduduk
sipil yang ada di konvoi evakuasi tersebut kehilangan nyawa
dengan tragis, dan kurang lebih 200 (dua ratus) penduduk sipil
terluka dalam kejadian tersebut.'* Dalam melakukan penyerangan
tersebut, IDF tidak memastikan adanya keuntungan militer yang
didapatkan dalam melakukan penyerangan udara terhadap konvoi
sipil. IDF seharusnya memastikan bahwa objek penyerangan
merupakan target sah penyerangan dan bukan penduduk sipil yang
tidak berpartisipasi langsung dalam konflik.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa IDF
meremehkan perlindungan terhadap penduduk sipil. Oleh
karena itu dilakukan analisis hukum apakah penyerangan udara
yang dilakukan oleh IDF terhadap konvoi penduduk sipil di
Gaza melanggar hukum internasional khususnya hukum hukum
humaniter internasional.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas,
maka dirumuskan suatu permasalahan. Adapun permasalahan
yang diteliti adalah apakah penyerangan udara yang dilakukan
IDF terhadap konvoi evakuasi penduduk sipil di Gaza merupakan
pelanggaran terhadap hukum internasional?
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C.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif
dengan meneliti data sekunder yang menggunakan pendekatan
perjanjian internasional (statute approach)'! yang berkaitan
dengan penyerangan terhadap penduduk sipil. Spesifikasi
penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan
perjanjian internasional yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori
hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif''? yang berkaitan
dengan permasalahan permasalahan yang diteliti. Sumber data
diperoleh dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi
kepustakaan (library research) yang relevan dengan topik
penelitiannya,'? yaitu berkaitan dengan pelanggaran prinsip-
prinsip hukum perang dalam penyerangan udara terhadap konvoi
evakuasi penduduk sipil di jalur Gaza oleh IDF.

Pembahasan

Situasi yang memburuk pada konflik bersenjata antara Israel
dan Palestina semenjak tanggal 7 Oktober 2023 mendesak IDF
untuk melakukan evakuasi terhadap penduduk sipil Palestina
yang berada dalam titik utama konflik. Pada tanggal 13 Oktober
2023, IDF memerintahkan kurang lebih 1.1 juta penduduk sipil
Palestina yang menetap di wilayah pendudukan padat Kota Gaza
untuk mengevakuasikan diri.''* Perintah evakuasi ini diumumkan
oleh IDF melalui platform daring dan juga surat selebaran yang
disebarluaskan melalui udara. Pada perintah evakuasi tersebut
dijelaskan bahwa operasi militer akan dilaksanakan di wilayah
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Kota Gaza dan penduduk sipil dihimbau untuk dievakuasi
menuju selatan Wadi Gaza.''

Detail evakuasi dan rute evakuasi diumumkan pada pukul
18.03 waktu lokal oleh Kepala Divisi Media Arab untuk IDF
dalam laman media sosial X. Diberitahukan bahwa jalan Salah
al-Din akan menjadi humanitarian route bagi penduduk sipil
yang mengevakuasi menuju selatan demi keamanan. Avichary
juga menegaskan bahwa IDF tidak akan melakukan tindakan
militer pada rute yang ditandai di peta hingga pukul 20.00 waktu
lokal.'"® Namun, perlu diingat kembali bahwa pemberitahuan rute
evakuasi disebarluaskan pada pukul 18.03 waktu lokal dengan
hanya memberikan kurang dari 2 (dua) jam untuk melakukan
evakuasi yang aman bagi penduduk sipil. Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) sangat menentang perintah evakuasi ini, dan
menyebut evakuasi dalam skala besar sebagai hal yang tidak
memungkinkan. Pada waktu yang bersamaan, rute evakuasi
yang telah ditentukan oleh IDF sebagai rute evakuasi yang
aman, pada faktanya tidak terhindar dari penyerangan.'’

Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB melaporkan bahwa
banyak dari penduduk Palestina tewas dalam penyerangan
ketika melakukan evakuasi dari Gaza Utara pada rute yang telah
ditetapkan. Dewan HAM PBB telah mendokumentasikan dan
menyelidiki berbagai insiden yang berkaitan dengan penyerangan
terhadap penduduk sipil ketika mencoba melakukan evakuasi di
jalur evakuasi utama yakni, Jalan Salah al-Din di Kota Gaza.
Penyerangan terjadi di hari yang sama dengan pemberitahuan
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perintah evakuasi pada tanggal 13 Oktober 2023 tepatnya di
Bundaran Kuwait sekitar gedung perusahaan baja Bassem
Aliwa. Konvoi evakuasi dari sejumlah kendaraan penduduk
sipil yang membawa anggota keluarga yang melarikan diri dari
konflik yang terjadi di Kota Gaza menuju ke selatan Wadi Gaza
yang secara tiba-tiba diserang oleh serangkaian proyektil.!'®

Penyerangan terhadap konvoi evakuasi pada tanggal
13 Oktober 2024 menyebabkan 70 (tujuh puluh) penduduk
sipil tewas dan 200 (dua ratus) terluka. Kejadian ini terekam
oleh beberapa penduduk sipil yang berada di jalur evakuasi
melalui video yang disebarkan pada beberapa platform sosial
media. Menanggapi tuduhan atas penyerangan ini, juru bicara
IDF mengeluarkan pernyataan yang menyangkal adanya
kesengajaan dalam menargetkan konvoi evakuasi.''” Namun,
hasil penyelidikan dari military analysts dari Financial Times
dinyatakan bahwa jenis serpihan peluru terlihat konsisten
dengan serpihan peluru yang dipakai dalam penyerangan udara
Israel. Ada bukti foto yang menunjukkan tanda-tanda serpihan
peluru yang tersebar luas pada permukaan jalan dengan pola
kerusakan yang tidak biasa. Menurut Desmond Travers, ahli
dalam amunisi yang melakukan investigasi untuk Financial
Times bahwa kemungkinan besar penyerangan dilakukan dengan
“precision-guide shrapnel-delivered missile” atau rudal yang
dapat mengirimkan pecahan peluru secara presisi.'?

Berdasarkan bukti tersebut para ahli menganggap bahwa
penyerangan terhadap konvoi evakuasi penduduk sipil di jalur
Gaza hampir pasti dilakukan oleh IDF karena IDF memiliki
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kemampuan militer dengan akses terhadap persenjataan yang
canggih dan juga selaras dengan jenis serangan yang dilakukan
oleh IDF. Analisis hukum terhadap serangan tersebut adalah
sebagai berikut:

Pembuktian unsur kejahatan perang pada penyerangan
konvoi evakuasi penduduk sipil di jalur Gaza.

Penyerangan terhadap konvoi penduduk sipil di
jalur Gaza dapat dikatakan melanggar hukum humaniter
internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Protokol
Tambahan I 1977, bahwa “...acts of violence against the
adversary, whether in offence or in defence”. Karena
terminologi “against the adversary” pada pasal tersebut
dilegalkan apabilapenyerangan ditujukan terhadap kombatan
musuh. Sehingga melimitasi militer atau kombatan, karena
tidak boleh menyerang nonkombatan seperti penduduk
sipil. Ketentuan ini selaras dengan ketentuan perlindungan
hukum yang diberikan oleh hukum humaniter internasional
terhadap nonkombatan sebagimana diatur dalam Pasal 51
ayat (2) Protokol Tambahan I 1977 bahwa “the civilian
population as such, as well as individual civilians, shall not
be the object of attack ...".

Di dalam putusan [International Criminal Tribunal
for the Former Yugoslavia atau Pengadilan ICTY dalam
kasus Stanislav Gali¢ dijelaskan bahwa penyerangan dapat
dikatakan sebagai suatu tindakan kejahatan perang adalah
“to direct an attack (as defined in Article 49 of Additional
Protocol 1) against the civilian population and agaainst
individual civilians not taking part in hostilities”."”! Hal
tersebut menegaskan bahwa suatu penyerangan dapat
dikatakan sebagai tindakan kejahatan perang apabila
penyerangan ditujukan kepada penduduk sipil atau individu
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sipil. Biladikaitkan dengan situasi konvoi evakuasipenduduk
sipil di Jalan Salah al-Din jalur Gaza, di mana IDF melakukan
penyerangan udara dengan menggunakan precision-guide
shrapnel-delivered missile terhadap sejumlah kendaraan
yang sedang mengevakuasikan pendduduk,'* maka IDF
dapat dikatakan melakukan kejahatan perang.

Apabila situasi penyerangan terhadap konvoi evakuasi
yang dilakukan IDF diselaraskan dengan prinsip-prinsip
yang terdapat dalam hukum humaniter internasional, maka
secara jelas IDF telah melanggar prinsip pembedaan yang
diatur dalam Pasal 48 Protokol Tambahan I 1977 yaitu:

“In order to ensure respect for and protection of the
civilian population and civilian objects, the Parties to
the conflict shall at all times distinguish between the ci-
vilian population and combatants and between civilian
objects and military objectives and accordingly shall
direct their operations only against military objectives”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan
bahwa IDF gagal melakukan pembedaan dalam prosedur
penentuan target militer saat melakukan penyerangan di
rute evakuasi, karena laporan verifikasi setelah penyerangan
tidak ditemukan adanya indikasi bahwa kendaraan-
kendaraan tersebut sebagai objek militer.

Pasal 52 ayat (2) Protokol Tambahan I 1977 mengatur
secara tegas bahwa “Attacks shall be limited strictly to
military objectives. In so far as objects are concerned,
military objectives are limited to those objects which by
their nature, location, purpose or use make an effective
contribution to military action”. Menurut prinsip kepentingan
militer bahwa pihak yang melakukan penyerangan hanya
diperbolehkan menggunakan serangan yang sepadan dengan
tujuan militer yang diperkirakan dengan meminimalisir
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akibat penyerangan.'*® Secara historis, operasi militer yang
ditujukan semata-mata untuk menurunkan moral sipil lawan
dan penyerangan yang ditujukan terhadap penduduk sipil
tidaklah efektif dan tidak ada gunanya bagi keuntungan
militer suatu angkatan bersenjata.'* Tindakan tersebut
secara tegas dilarang oleh hukum humaniter internasional.
Dengan demikian dapat dipastikan bahwa penyerangan
terhadap konvoi evakuasi penduduk sipil di jalur Gaza tidak
memiliki kontribusi yang signifikan dalam operasi militer
IDF. Hal ini didasari dengan pernyataan IDF bahwa Jalan
Salah al-Din merupakan rute yang dipastikan aman untuk
melakukan evakuasi.'®

Selain ketentuan dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977,
tindakan IDF dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan perang
sebagaimana diatur dalam Pasal 8(2)(b)(i) Statuta Roma
1998 bahwa “... Intentionally directing attacks against the
civilian population as such or against individual civilians not
taking direct part in hostilities ...”. Kejahatan perang benar
terjadi sesuai dengan unsur-unsur kejahatan dalam Statuta
Roma 1998 (Elements of Crimes of Rome Statute 1998).
Unsur-unsur kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 8(2)(b)
(1) Statuta Roma 1998 meliputi 5 (lima) poin, yaitu:

“1. The perpetrator directed an attack.
2. The object of the attack was a civilian population as such
or individual civilians not taking direct part in hostilities.
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3. The perpetrator intended the civilian population as
such or individual civilians not taking direct part in
hostilities to be the object of the attack.

4. The conduct took place in the context of and was
associated with an international armed conflict.

5. The perpetrator was aware of factual circumstances
that established the existence of an armed conflict”

Kelima unsur kejahatan tersebut harus dipenuhi
secara bersamaan. Pada unsur pertama “the perpetrator
directed an attack” diperlukan pengertian lebih lanjut
mengenai terminologi “attack” atau “penyerangan”. Untuk
membuktikan bahwa terdapat pelanggaran terhadap unsur
kedua dalam Pasal 8(2)(b)(i) Statuta Roma 1998, “The object
of the attack was a civilian population as such or individual
civilians not taking direct part in hostilities” diperlukan
pembuktian status dari objek penyerangan. Pasal 52 ayat
(2) Protokol Tambahan I Tahun 1977 menyatakan bahwa
“Attacks shall be limited strictly to military objectives..." .
Ketentuan tersebut mengatur limitasi penyerangan bahwa
penyerangan hanya dtujukan pada objek militer. Dengan
demikian, status objek sipil dilindungi. Perlindungan ini
juga diberikan oleh Pasal 51 ayat (1) Protokol Tambahan I
Tahun 1977 bahwa “the civilian population and individual
civilians shall enjoy general protection against dangers

)

arising from military operations ...".

Laporan verifikasi setelah penyerangan di Jalan Salah al-
Din pada tanggal 13 Oktober 2023 adalah terdapat 70 (tujuh
puluh) korban tewas dan lebih dari 200 (dua ratus) korban luka-
luka. Hasil verifikasi menyatakan bahwa korban merupakan
penduduk sipil termasuk perempuan dan anak kecil.'?® Situasi
ini jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip pembedaan,
karena IDF gagal dalam membedakan sasaran objek militer
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dengan sasaran sipil. Selain itu, apabila terdapat kemungkinan
keberadaan kombatan diantara kendaraan sipil dan penduduk
sipil dalam rute evakuasi tersebut, Pasal 50 ayat (1) Protokol
Tambahan [ Tahun 1977 mengatur bahwa “...In case of doubt
whether a person is a civilian, that person shall be considered
to be a civilian...” sehingga apabila terdapat kombatan dalam
rute evakuasi tersebut, objek sasaran tetap akan dianggap
sebagai objek sipil.

Langkahselanjutnyaadalahpembuktianpelaku,dalamhal
ini IDF. IDF memiliki intensi untuk melakukan penyerangan
terhadap penduduk sipil yang tidak berpartisipasi dalam
konflik bersenjata. Pasal 30 Statuta Roma 1998 memberikan
penjelasan mengenai cakupan intensi dari seorang pelaku
yaitu “For the purposes of this article, a person has intent
where: (a) in relation to conduct, that person means to
engage in the conduct; (b) In relation to a consequence,
that person means to cause that consequence or is aware
that it will occur in the ordinary course of events”. Pasal
ini menjelaskan bahwa intensi pelaku untuk terlibat dalam
tindakan kejahatan dan kesadaran pelaku atas konsekuensi
yang timbul atas serangan yang dilakukan. Apabila merujuk
kepada opini dari Putusan Pengadilan ICTY Stanislav Gali¢,
majelis pengadilan berpendapat bahwa serangan-serangan
yang tampaknya tidak proporsional dapat menimbulkan
kesimpulan bahwa sasaran serangan sebenarnya ditargetkan
terhadap penduduk sipil."’

Majelis Hakim [International Court of Justice (ICC)
dalam kasus Germaine Katanga memberikan tambahan unsur
subjektif mengenai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 30
Statuta Roma tersebut. Majelis hakim menyatakan bahwa,

“As regards the subjective elements, in addition to

the standard mens rea requirement provided in article

30 of the Statute, the perpetrator must intend to make
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individual civilians not taking direct part in the hostilities
or the civilian population the object of the attack. This
offence therefore, first and foremost, encompasses dolus
directus of the first degree”.'?

Bahwa selain peraturan standar yang telah ditetapkan oleh
Pasal 30 Statuta Roma 1998, maka intensi pelaku dalam
melakukan penyerangan terhadap penduduk sipil dan
individu sipil mencakup dolus directus. Dolus directus in
first degree mempunyai esensi yang sama dengan melakukan
suatu tindakan dengan tujuan dan pengetahuan.'”

Dalam hal pelaku mempunyai intensi untuk melakukan
penyerangan yang ditujukan untuk penduduk sipil atau
individu sipil, maka prinsip proporsionalitas sudah tidak
dapat berlaku. Hal ini didasari dengan alasan bahwa ketika
pelaku melancarkan suatu penyerangan dengan mengetahui
bahwa konsekuensi dari penyerangan tersebut merupakan
terbunuhnya atau melukai penduduk sipil atau individu sipil,
maka pelaku tersebut sebenarnya mempunyai intensi untuk
menyerang penduduk sipil secara langsung. Sehingga tidak
perlu menganalisis proporsionalitas dari suatu penyerangan
karena penyerangan tersebut dilakukan secara intensional
dengan dolus directus. '*°
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Intensi pelaku dalam melakukan tindakan penyerangan
terhadap penduduk sipil dan individu sipil dapat dilihat atas
dasar (a) tidak ada tindakan militer yang dilakukan oleh
anggota Hamas dalam rute evakuasi di Jalan Salah al-Din;
(b) Jalan tersebut sudah ditentukan sebagai rute evakuasi
yang aman. Sehingga dapat diasumsikan IDF memiliki
pengetahuan dan mempunyai niat “means to engage in
the conduct” bahwa kendaraan dan individu yang berada
dalam radius penyerangan tersebut mayoritas merupakan
penduduk dan individu sipil yang didukung dengan fakta
bahwa tidak ada bukti pendukung kehadiran objek militer.

Hubungan antara kejahatan perang dengan terjadinya
genosida dalam penyerangan udara pada konvoi evakuasi
penduduk sipil di Gaza

Secara umum genosida dan kejahatan perang memiliki
ketentuan hukum dan unsur kejahatan yang berbeda. Pasal
6 Statuta Roma 1998 mendefinisikan genosida sebagai
acts committed with intent to destroy, in whole or in a part,
a national, ethnical, racial or religious group ...". Definisi
tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa tindakan yang
dilakukan dengan maksud untuk memusnahkan sebagian
atau seluruh kelompok bangsa, etnis, ras atau agama.
Identitas korban tindak kejahatan menjadi hal yang krusial
dalam terjadinya tindakan genosida. Identitas penduduk
sipil yang menjadi korban dalam penyerangan udara pada
konvoi evakuasi menjadi suatu hal yang penting dalam
hubungan antara terjadinya kejahatan perang dengan
tindakan genosida.

Pada persidangan International Criminal Tribunal for
Rwanda (ICTR), Emmanuel Ndindabahizi menyatakan
“It is well-established that an accused may be charged
with more than one criminal offence arising out of a
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single incident”,"’' bahwa dalam satu tindakan kejahatan
yang sama suatu individu dapat dituntut lebih dari 1 (satu)
dakwaan yang berbeda. Dalam persidangan tersebut,
Majelis berpendapat bahwa genosida dan kejahatan perang
masing-masing memiliki unsur yang berbeda sehingga
beberapa pelanggaran dapat didakwa secara bersamaan atas
dasar tindakan atau peristiwa yang sama yaitu melihat suatu
tindakan kejahatan yang dilakukan oleh individu tersebut
secara menyeluruh.

Suatu tindakan pembunuhan dalam penyerangan dapat
dikatakan sebagai tindakan genosida, apabila memenuhi
unsur yang diatur dalam Pasal 6 (a) Statuta Roma 1998
yaitu:

“1. The perpetrator killed one or more persons.

2. Such person or persons belonged to a particular
national, ethnical, racial or religious group.

3. The perpetrator intended to destroy, in whole or in part,
that national, ethnical, racial or religious group, as
such.

4. The conduct took place in the context of a manifest
pattern in similar conduct directed against that group
or was conduct that could itself effect such destruction”

Apabila unsur tersebut diaplikasikan pada peristiwa
penyerangan terhadap konvoi evakuasi penduduk sipil
di Jalan Salah al-Din yang telah memakan 70 (tujuh
puluh) korban penduduk sipil Palestina, tentu perlu
dipertimbangkan apakah akibat dari penyerangan tersebut
merupakan tindakan genosida atau tidak.
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Hal terpenting untuk membuktikan bahwa konsekuensi
dari penyerangan udara pada konvoi evakuasi tersebut
merupakan tindakan genosida maka perlu pembuktian
unsur “such person or persons belonged to a particular
national, ethnical, racial or religious group”. Karakteristik
yang ditargetkan yakni kebangsaan, etnis, ras atau agama
merupakan aspek mendasar dari identitas individu yang
tidak dapat diubah atau disembunyikan. Genosida berupaya
untuk memusnahkan individu-individu berdasarkan aspek
identitasnya.'*? Dalam putusan ICTR, Jean-Paul Akayesu
mendefinisikan nationality sebagai “...a collection of
people who are perceived to share a legal bond based on
common citizenship, coupled with reciprocity of rights and
duties ”.'* Palestina sebagai sebuah kebangsaan didasari
dengan kriteria seperti tempat lahir, afiliasi, keturunan serta
ikatan perkawinan yang diatur secara jelas dalam hukum
nasionalnya.’* 70 (tujuh puluh) korban dari penyerangan
udara tersebut yang merupakan penduduk sipil Kota Gaza
berkebangsaan Palestina cukup membuktikan bahwa
terdapat indikasi atas genosida.

Indikasi adanya genosida juga dapat dilihat dalam
pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh Benjamin
Netanyahu dalam siaran pers maupun surat kabar. Dalam
beberapa kesempatan Benjamin Netanyahu melakukan
dehumanisasi terhadap warga Palestina sebagai strategi
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militer dalam konflik bersenjata dengan menyatakan bahwa
Kota Gaza merupakan “city of evil” dengan penduduk
“savages” atau “human animal”.'* Dehumanisasi terhadap
penduduk Palestina layak untuk memenuhi unsur genocidal
intent dalam taktik militer IDF.

Konsistensi dehumanisasi oleh Benjamin Netanyahu
sebagai Perdana Menteri Israel dan juga oleh aparat-aparat
Israel mengindikasikan terdapat pola perilaku serupa dalam
strategi militernya. Pola perilaku ini diterapkan dalam
penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh IDF kepada
penduduk sipil Palestina dengan melakukan dehumanisasi
dan mengafiliasikan penduduk sipil sebagai relasi dari Hamas
atau kelompok teroris. Dengan begitu terdapat hubungan
erat antara tindakan kejahatan perang dan genosida atas
dasar identitas korban dan intensi-intensi yang mempunyai
pola perilaku diskriminatif terhadap suatu kebangsaan.

E. Penutup

1.

Kesimpulan

Penyerangan terhadap konvoi evakuasi penduduk
sipil di Gaza oleh IDF merupakan suatu tindakan yang
melanggar hukum humaniter internasional dan termasuk
dalam kategori kejahatan perang. Penyerangan oleh
IDF dilakukan secara sengaja terhadap objek sipil tanpa
menghargai prinsip pembedaan (distinction principle) dan
prinsip kepentingan militer (military necessity principle)
yang termaktub dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977.
Tindakan IDF juga memenuhi elemen kejahatan dalam Pasal
8(2)(b)(1) Statuta Roma 1998 tentang penyerangan yang
dituju terhadap penduduk sipil. Hal ini juga dapat dikatakan
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sebagai pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 1949
tentang kejahatan perang. Adanya 70 (tujuh puluh) korban
penduduk sipil terindikasi sebagai genosida, karena identitas
dari korban penyerangan yang secara spesifik merupakan
penduduk sipil berkebangsaan Palestina. Indikasi tersebut
diperkuat dari strategi dan metode yang digunakan oleh
otoritas Israel dengan melakukan dehumanisasi terhadap
penduduk sipil Palestina.

Israel telah melanggar hukum internasional khususnya
hukum humaniter internasioanal, dan prinsip-prinsip PBB.
PBB seharusnya tegas menjatuhkan sanksi kepada Israel
sesuai dengan Piagam PBB dan tegas dalam menegakkan
sanksi yang telah dijatuhkan.
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